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Landasan sosiologis pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
(TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk Undang-undang adalah
karena intensnya kerusakan lingkungan dan masalah sosial yang timbul sebagai dampak
dari kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh
perusahan yang berusaha dibidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga
pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diberlakukan wajib
mutlak (Absoludly mandatory) bagi Perseroan yang berusaha di bidang dan / atau berkaitan
dengan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan kondisi finansial dari Perseroan yang
dimaksud, sedangkan bagi Perseroan yang berusaha dibidang lainnya hanya diberlakukan
dengan sifat sukarela (voluntary). Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan secara lengkap diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penelitian dalam Disertasi ini dibangun
berdasarkan dua permasalahan pokok dalam pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan , yaitu : pertama, ketentuan ayat (1) Pasal 74 UUPT bahwa, sumber
pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya operasional Perseroan dan, kedua, ketentuan ayat (2) Pasal
74 UU PT, bahwa sistem alokasi besarnya dana untuk Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan yang bersifat mengambang (floating) dengan berlandaskan asas
kepatutan dan kewajaran yang kemudian dinormakan dalam Pasal 5 ayat 1 PP Nomor 47
Tahun 2012 menjadi kebijakan Perseroan.

Tujuan penelitian dalam Disertasi ini adalah untuk menemukan jawaban dari implikasi
yang ditimbulkan dari permasalahan pokok tersebut di atas, yaitu : pertama, untuk
menemukan jawaban apakah pengaturan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan yang besifat wajib mutlak (Absoludly mandatory) bagi Perseroan
yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya
alam sudah sesuai dengan nilai keadilan bagi Perseroan yang dimaksud dan juga bagi
masyarakat pada umumnya. Kedua, untuk menemukan jawaban apa implikasi hukumnya
dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap pengaturan alokasi dana untuk Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan sistem mengambang (floating) dengan
berlandaskan kapatutan dan kewajaran. Ketiga, untuk menemukan bentuk sistem
pengaturan yang ideal tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai
dengan nilai keadilan bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat
pada umumnya. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian Disertasi ini adalah

pertama, jenis Penelitian adalah Normatif, kedua, sifat Penelitian adalah Analisis
Preskriptif (Prescriptive Analytics), ketiga, tipe dan pendekatan penelitian adalah
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doktrinal, dengan sarana logika deduksi, dan dengan pendekatan undang-undang, teori dan
doktrin hukum, dan perbandingan hukum. Keempat, jenis dan sumber bahan hukum adalah
. bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ke lima, teknik
pengumpulan bahan hukum adalah : observasi / pengamatan, wawancara / interview, studi
pustaka, searching website melalui media online / internet.

Hasil penelitian dan pembahasan : pertama, ladasan filosofis dari pengaturan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada Pasal 74 UUPT adalah
berlandaskan pemikiran dari aliran filsafat utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John
Stuart Mill yang terkenal dengan slogannya : the greatest good for the greatest number,
yaitu kemanfaatan / kebaikan terbesar untuk orang dalam jumlah yang terbanyak, sehingga
demi kepentingan umum harus ada hak individu yang dikorbankan. Ketentuan ayat (1) Pasal
74 UUPT yang mewajibkan semua Perseroan yang berusaha dibidang dan / atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib mutlak (Absoludly mandatory) melaksanakan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tanpa mempertimbangkan kondisi finansial dari
Perseroan yang dimaksud akan menimbulkan kondisi ketidak adilan bagi Perseroan yang
belum memperoleh keuntungan / laba (profit), terutama bagi Perseroan skala usaha mikro,
kecil dan menengah.

Menurut teori keadilan dari John Rawls tentang prinsip persamaan atas kesempatan
(the difference principle dan the principle of fair equaty of opportunity), inti dari The
difference principle adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar
memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang kurang beruntung. Sedangkan the
principle offair equaty of opportunity menunjuk kesempatan yang sama bagi semua orang
(termasuk mereka yang paling kurang beruntung) untuk mencapai prospek kesejahteraan,
pendapatan dan otoritas. Kondisi ketidak adilan bagi Perseroan tersebut diatas jika
dihubungkan dengan teori keadilan John Rawls, maka pengaturan tentang sumber
pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan akan memberikan keadilan
bagi Perseroan yang belum memperoleh keuntungan / laba (profit) jika sumber pendanaan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diambil dari sebagian keuntungan dari
Perseroan, sehingga membebaskan kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan bagi Perseroan yang masih dalam kondisi rugi / loss.

Kedua, sistem alokasi besarnya dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan yang bersifat mengambang (floating) telah menimbulkan konflik kepentingan
antara ayat (1) dan (ayat (2) Pasal 74 UUPT, dan penormaan asas kapatutan dan kewajaran
menjadi kebijakan Perseroan dalam menentukan besarnya alokasi dana untuk Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah menyebabkan ketidak-jelasan dalam
rumusan pada ayat tersebut sehingga menimbulkan kekaburan norma (Vagueness of norms).
Menurut Aristoteles tentang keadilan distributive yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans
Kalsen, bahwa prinsip keadilan distributif yang dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa
bagian, antara lain  adalah prinsip kesetaraan proporsional, yaitu : suatu cara
memperlakukan orang lain atau suatu distribusi bersifat proporsional atau relatif sama jika
cara tersebut memperlakukan semua orang yang relevan sesuai dengan hak mereka yang
dinyatakan dalam bentuk rumusan matematika. Ketentuan tentang sistem pendanaan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bersifat mengambang jika
dihubungkan dengan teori keadilan dari Aristoteles, maka akan lebih memberikan manfaat
bagi masyarakat dan juga proses penegakan hukum dapat terlaksana dengan optimal,
apabila alokasi pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
diperhitungakan dengan sistem persentasi dari keuntungan / laba (profit) Perseroan.

Ketiga, sebagai kesimpulan dari hasil penelitian dalam Disertasi ini dalam rangka
reformulasi pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang ideal
berlandaskan teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Fireman, yaitu dari aspek : Substansi
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Hukum, menurut teori John Rowls terhadap sumber pendanaan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan, akan lebih memberikan keadilan bagi Perseroan / Korporasi
yang belum memperoleh laba / profit, usaha Mikro dan Kecil jika sumber pendanaan nya
diambil dari sebagian laba / profit dari Perseroan. Sedangkan Sistem alokasi dana Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan , menurut teori keadilan dari Aristoteles,
diperhitungkan dengan angka persentasi sesuai dengan prinsip “Keseteraan Proporsional
(Proportional equality) ”, terhadap laba (profit) dari Perseroan / Korporasi sebagai
penentuan yang menjadi hak retensi dari Perseroan dan hak bagi masyarakat sebagai
penerima manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Struktur Hukum,
urgensi pengaturan terhadap Sistem Pengawasan (Badan Pengawas dan prosedur
pengawasan) dan pemberian sanksi hukum yang tidak diatur secara tegas dalam UU PT,
sedangkan sistem Pengawasan yang diatur dalam tiap Peraturan Daerah terindikasi
bertentangan dengan Pasal 14 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011. Budaya Hukum,
Budaya hukum terhadap ketaatan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan dapat didesain dengan ancaman sanksi hukum dalam rangka upaya
penegakan hukum sehingga akan menggiring para pelaku usaha dari zona perasaan hukum
ke zona kesadaran hukum agar terciptanya Budaya Hukum (Legal Culture) yang sehat.
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SUMMARY
Adi Sartono, Ku, 2025;

Dissertation Title:

”Reformulation of Corporate Social Responsibility and
Environment Regulation Based on Justice Values"
Promoter Team;

Promoter: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, S.H., M.Hum
Co-Promoter I: Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum
Co-Promoter II: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

The sociological basis for regulating Corporate Social and Environmental
Responsibility (TJSLP ) or Corporate Social Responsibility (CSR) in the form of law is due
to the intense environmental damage and social problems that arise as a result of business
activities of exploration and exploitation of natural resources carried out by companies that
doing business in the field of and/or relating to natural resources, so that the
implementation of or Corporate Social Responsibility is made absolutely mandatory for
companies that do business in the field of and/or relating to natural resources without
considering the financial condition of the company in question, while for companies that do
business in the field of others are only enforced on a voluntary basis. or Corporate Social
Responsibility regulations are fully regulated in Article 74 of the Company Law and
Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental
Responsibility. The research in this dissertation is based on two main problems in the or
Corporate Social Responsibility arrangement, namely: first, the provisions of paragraph
(1) of Article 74 of the UUPT that or Corporate Social Responsibility funding sources are
budgeted and calculated as the Company's operational costs and, second, the provisions of
paragraph (2) of Article 74 of the Company Law and Government Regulation Number , that
the system for allocating the amount of funds for or Corporate Social Responsibility is
floating based on the principles of decency and fairness which are then normed in Article 5
paragraph 1 of Government Regulations Number 47 of 2012 and become the Company's

policy.

The aim of the research in this dissertation is to find answers to the implications
arising from the main problems mentioned above, namely: first, to find answers to whether
the Company Law and Government Regulation implementation arrangements are
absolutely mandatory for companies carrying out business activities in the field and/or
relating to natural resources is in accordance with the values of justice for the Company in
question and also for society in general. Second, to find answers to what the legal
implications are in relation to law enforcement regarding the regulation of fund allocation
for Company Law and Government Regulation Number using a floating system based on
the principles of appropriateness and fairness. Third, to find an ideal concept regarding
Corporate Social Responsibility arrangements in accordance with the values of justice for
the Company itself, the local community and society in general. The research methods used
in this dissertation research are: first, the type of research is normative, second, the nature
of the research is descriptive (Descriptive legal study), third, the type and approach of
research is doctrinal, with logical means of deduction, and with a statutory approach, legal
theory and doctrine, and comparative law. Fourth, the types and sources of legal materials
are: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Fifth,
techniques for collecting legal materials are: observation, interviews, literature study,
searching websites via online media/internet.
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Research results and discussion: first, the philosophical basis of regulation Corporate
Social Responsibility in Article 74 UUPT is based on thoughts from the utilitarianism
philosophy of Jeremy Bentham and John Stuart Mill which is famous for its slogan: the
greatest
good for the greatest number, namely the greatest benefit/good for the greatest number of
people, so that in the public interest there must be individual rights are sacrificed. The
provisions of paragraph (1) of Article 74 of the Company Law which requires all companies
operating in the field and/or related to natural resources to be absolutely mandatory
(absolutely mandatory) to implement Corporate Social Responsibility without considering
the financial condition of the company in question will create unfair conditions for
companies that have not yet made a profit. / profit (profit), especially for micro, small and
medium scale companies.

According to John Rawls' theory of justice regarding the principle of equality of
opportunity (the difference principle and the principle of fair equality of opportunity), the
essence of the difference principle is that social and economic differences must be arranged
so as to provide the greatest benefits for those who are less fortunate. Meanwhile, the
principle of equality of opportunity refers to equal opportunities for everyone (including
those who are most disadvantaged) to achieve prospects of prosperity, income and
authority. If the conditions of injustice for the Company mentioned above are related to
John Rawils's theory of justice, then the regulation regarding Corporate Social
Responsibility funding sources will provide justice for Companies that have not yet made
a profit if the Corporate Social Responsibility funding source is taken from a portion of the
Company's profits, thus freeing up the obligation to carry out Corporate Social
Responsibility for companies that are still in a state of loss.

Second, the floating system for allocating the amount of Corporate Social
Responsibility funds has created a conflict of interest between paragraphs (1) and (2) of
Article 74 UUPT, and the norming of the principles of appropriateness and fairness into
the Company's policy in determining the amount of fund allocation for Corporate Social
Responsibility has caused The lack of clarity in the formulation of this verse gives rise to
vagueness of norms. According to Aristotle regarding distributive justice, which was
explained further by Hans Kalsen, the principle of distributive justice is further explained
into several parts, including the principle of proportional equality, namely: a way of
treating other people or a distribution is proportional or relatively equal if that way treats
all relevant people in accordance with their rights which are stated in the form of a
mathematical formula. The provisions regarding the Corporate Social Responsibility
funding system are floating when linked to Aristotle’s theory of justice. it will provide more
benefits to the community and also the law enforcement process can be carried out
optimally, if the Corporate Social Responsibility funding allocation is calculated using a
percentage system of the Company's profits.

Third, as a conclusion from the research results in this dissertation in the context of
reformulating of ideal Corporate Social Responsibility regulation based on Lawrence M.
Fireman's Legal System theory, namely from the aspect of : Legal Substance, according to
John Rowls' theory regarding Corporate Social Responsibility funding sources, it will
provide more justice for the Company / Corporations that have not yet made a profit, Micro
and Small businesses if the source of funding is taken from a portion of the profits from the
Company.

Meanwhile, the Corporate Social Responsibility fund allocation system, according to
Aristotle's theory of justice, is calculated using a percentage figure in accordance with the
principle of "Proportional Equality", towards profits from the Company/Corporation as a
determination of the retention rights of the Company and the rights of the community as
Corporate Social Responsibility beneficiaries. Legal Structure, the urgency of regulating
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the Supervisory System (Supervisory Body and supervisory procedures) and providing legal
sanctions which is not explicitly regulated in the PT Law, while the Supervision system
regulated in each Regional Regulation is indicated to be in conflict with Article 14 of Law
Number 12 of 2011, Aspects of Legal Culture: Legal culture regarding compliance in the
implementation of Corporate Social Responsibility can be designed with the threat of legal
sanctions in the context of law enforcement efforts so that it will lead business actors from
the zone of legal feelings to the zone of legal awareness in order to create a healthy Legal
Culture.
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ABSTRAK

Penelitian dalam Disertasi ini dibangun berdasarkan dua permasalahan pokok dalam
pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang tercantum
dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU
PT) yaitu : pertama, sumber pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional Perseroan,
kedua, sistem pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bersifat
mengambang berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran yang dinormakan lewat Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 menjadi kebijakan Perseroan. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menemukan jawaban dari implikasi yang ditimbulkan dari permasalahan
pokok tersebut di atas, yaitu : pertama, apakah pengaturan pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang besifat wajib mutlak yang berlandaskan pemikiran
dari filsafat utilitarianisme terhadap Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sudah sesuai dengan nilai keadilan bagi
Perseroan yang dimaksud dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Kedua, apa implikasi
hukumnya dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap pengaturan alokasi dana untuk
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan sistem mengambang dengan
berlandaskan kapatutan dan kewajaran. Ketiga, bagaimana bentuk sistem pengaturan yang
ideal tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan nilai
keadilan bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : penelitian
Normatif yang bersifat Analisis Preskriptif (Prescriptive Analytics) dengan pendekatan
Undang-undang, teori dan doktrin hukum, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian dan
pembahasan : Pertama, sumber pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya akan menimbulkan kondisi
ketidak adilan bagi Perseroan yang belum memperoleh keuntungan / laba, dan konsep yang
lebih ideal adalah jika sumber pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan diperhitungkan dari sebagian keuntungan / laba Perseroan. Kedua, Sistem
pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bersifat mengambang
akan menimbulkan kekaburan norma dan menyebabkan penegakan hukum yang tidak
optimal, dan konsep yang lebih ideal menurut teori keadilan dari Aristoteles adalah sistem
pendanaan yang diperhitungkan secara persentasi dari keuntungan / laba Perseroan
berdasarkan prinsip kesetaraan proporsional antara hak retensi untuk Perseroan dan hak
untuk masyarakat dalam bentuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan .

Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Utilitarianisme;
Keadilan Distributif; Kesetaraan Proporsional.
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ABSTRACT

The research in this dissertation is based on two main problems in Corporate Social
Responsibility arrangements as stated in Article 74 of the UUPT, namely: first, Corporate
Social Responsibility funding sources which are budgeted and calculated as the Company's
operational costs, second, the Corporate Social Responsibility funding system which is
floating based on the principles of decency and fairness which are normed through
government regulations Number 47 of 2012 is the Company's policy. The purpose of this
research is to find answers to the implications arising from the main problems mentioned
above, namely: first, whether the Corporate Social Responsibility implementation
regulations are absolutely mandatory based on thoughts from the philosophy of
utilitarianism for companies that carry out their business activities in the field and/or
related to resources. natural resources are in accordance with the values of justice for the
Company in question and also for society in general. Second, what are the legal
implications in relation to law enforcement regarding the regulation of fund allocation for
Corporate Social Responsibility with a floating system based on the principles of
appropriateness and fairness. Third, what is the ideal form of regulatory system regarding
Corporate Social and Environmental Responsibility in accordance with the values of justice
for the Company itself, the local community and society in general ? The research method
used in this research is: normative research which is Prescriptive Analytics in nature with
an approach to law, legal theory and doctrine, and legal comparison. Research results and
discussion: First, Corporate Social Responsibility funding sources that are budgeted and
calculated as costs will create unfair conditions for companies that have not yet made a
profit, and a more ideal concept is if the Corporate Social Responsibility funding source is
calculated from a portion of the Company's profits. Second, the floating Corporate Social
Responsibility funding system will create blurred norms and lead to suboptimal law
enforcement, and a more ideal concept according to Aristotle's theory of justice is a funding
system that is calculated as a percentage of the Company's profits/profits based on the
principle of proportional equality between retention rights for Company and community
rights in the form of the Corporate Social Responsibility program.

Keywords: Corporate Social Responsibility; Utilitarianism; Distributive Justice;
Proportional Equality.
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